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semacam desa yang memiliki sualu mekanisme khusus unluk mengalur |

dirinya sendin [self crganize) berdasarkan hukum-hukum adat yang berlaku - Editor :

y LEOQ KALESARAN
5@Cara trurt lemurun. Qengan mekanisme separh ilu, masyarakal yang MANI LENGKONG
mandiami enlitas-enitas lersebul dapal Ridup rukun, {erang dan sepahtera

ANDRY H. UMBCH

Sayangnya negara begilu cepal mengubur mekamsme-maekanisme berbasis
keanfan 'oka! demni unluk mempertahankan hegamon penguasa negara. LIL
Mo. 5. 1979, yang dipandang sebagal proses jawenisasi enlitas-entilas
tradisional. hampir menjadi, kuburan permanen bagt kearilan-keanfan lcka!
yang sangat variall di Nusanlara, sebalum akhirnya muncut LU Mo, 22, j
1999, yang mambeankan jalan bagi bangkitrya olonomi asl yang dimiliki oleh g
seliap entitas semacam desa MERDEKA, BERDAULAT dan OTONOM yvang
dialur gleh hukurm adal, sepetti fembur di Sunda, Baryar di Bali, Magar di
Minangkabau, Sanuag di Kalimanian, Mggolok di Role, Kuan di Timar, Warnta
il Minahasa, Huria di Mandailing, Hedz dl Batak = 3
Mamun demikian, WU No. 22, 1999, belumlah cukup karena lermyala, uniuk
tarcipianya kambali olonami asli di fingkal desa, dibuluhkan perangkat
paraluran lminnya, yailt Peraluran Daerah. Femenniah Kabupaten di berbagai
daarah di Indonesia, yang memang mash berbasis desa, beranggapan
bahwa proses desenlralisas di tingkal desa ahan mengurang kekuasaan
mareka lerhadap desa. Akibalnya, zangal jarang Pamerinlah Kabupaien
yang memiliki good will untuk sesegera mungkin memhual Perda-Perda e
lenlang dasentralisasi desa yang memang diamanalkan oleh UL Ma_ 22,
129%. Hal mlab yang menyebabkan Clonomi Daerah di Indonesia baru
sebzlas di ingkal kabupalen, setingga lerasa belum cukup ampeh sebagai :
alat untuk mensejahlerakan rakyat yang sebagian besar masih tingaat di { | b
dosa-desa | '1
|
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Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Txdak dilarang memparbanyak hiisan ini dalom bentuk apapun,
sepanjang lujuannya untuk memperkuat prosses clonomisasi
daerah, mamparkiat kapasilas demoblrasi masyarakal,
dan BUKAN uniuk tujuan komersial.

Kata Pengantar

U ndang-undang Momor 22 tahun 1998 terilang Psmerirtahan
Daerah yang mengganikan undang-undang sebelumnya yeng
dianggap tidak sesual dengan jiwa dan semangat UUD 1845 sebagai
kenslitust yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republk Indonesia,
lelah mengamanalkan suall semangat dan cita-cila guna mewuud-
kan kondisi pemerinlahan yang demokralis. Semangal dan ola-cita
unluk mewujudkan masyarakal yang demokralis inl kemudian
dilakukan dengan membsrikan peluang kepada daerah unluk meng-
alur dan mengurus urusan ramah langganya sendin secara olonom.

Prinsip dasar UU Nemor 22 lahun 1999 dalam pemberian waweanang
kepade daerah unluk mengurus dan mengalur urusan rumah tangga-
nya sandin adalah digunakanmya azas Desentralisasi  yailu
‘penyerahan” wewenang oleh Pamennlah kepada Daerah Olonom
dalam kerangka Negara Kesaluan, dan bukannya "pelimpahan’
wewenang kepads Daerah sebagan peranghal Pemenintah Pusal
fazas Dekonsenlrasi) sepert yang dianul oleh undang-undang
sebelumnya (UU No. 5 tahun 1979) Dengan katz lain, terjadi
perubahan sifat hubungan anlara pemerinlah pusal dan pemerintah
daerah, dari arah hubungan yang bersifat sentralistik, yang sarat akan
kepenlingan-kepaniingan stalus quo penguasa dan lidak menyenluh
dan berpihak kepada kepentingan-kepenlingan rakyat banyak, men-
jJadi hwbungan dengan sifat desentralislik yang Serupaya uniuk
mendekalkan pemanniah dengan rakyatnya. Perubshan prinsip
hubungan lersebut di lain pihak, merupakan pengejawantahan
juntulan-untulan yang muncul dalam era reformasi yang digulickan
Tunlutan-tuntulan tersebul beragam dalam lujuan, skala dan inlensi-
lasnya. Namun spapun perbedaan tujuan dar berbagai luntulan
tersabul, semuanya memilki akar rasionaitas yang sama, yaitu
keinginan untuk keluar dari suasana kelidakadilan yang dialami dan
dirasakan oleh rakyal selama ini, baik ketidakadidan ekonomi, politik,
maupun kelidakadiian budaya
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merupakan perpaduan  antara materi-materi  yang  menyangku!
kearifan lokal Minahasa“an ulasas-ulasan reformalil menganai desa
dan pemenmahannya. Dalam kallannya dengan kearifan lokat
Minghasa, yatu sigtem wanua, divlas juga upaya-upaya ke arah
“modernisasi kearifan iokal”, yang bukan bararli memodamkan iradisi-
tradisi telapi bagarmana peluang  keanfan-bearifan okal dapal
bersanding dengan kuitur demokrast modern, dari mana dinarapkan
akan lercipla suatu sisiem unik yang senanliasa bergerak maju ke
arah lerciplanya demokrasi madam dan bukum-hukum positil dalam
lalanan pemenntehan desa di Indonesia

Masih banyak kekwrangan yang menghiasi seliap pokok bahasan
dalam buku ¥, Namun seymguanya kekurangan-kekurangan tersebud
akan dipandang sebagarkebenaran yang masih tersamarkan. Dalam
konteks ini, pambaca yang budiman akan tampil sebagai narasumber
utama melalu krilik-kntik membangun untulk memperbeil dan me-
ningkatkan kualitas buku ini di kemudian han

Tenma kasih dan panghargaan yeng setinggi-tingginya kami sampai-
kan kepada sekauh penulis yang telah menyisihkan sebagian kesi-
bukannya unhgk panulisan boku sy, Ungkapan penghargaan yarg
samna drampaikan kepada Program Parnership for Governance
Reform in Indonesia (PGRI) atas dukungan asistensi dan dana, mulai
dari pelaksanaan program di lapangan hingga pada penulisan dan
penarbitan buku ini

Akhimya, semoge tulisan-lulisan yang terlvang dalam buku im dapal
bermanfaal bagi masyarakat, lerutama dalarn meretas jalan menufu

lala pemerinlahan desa yang baik {gnod village govemance)}

Manado, Me 2003

Editor,
Lec Kalesaran

Maxi lengkang
Ardry H. Umboh
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MODERNISASI DESA MELAL Ui PEMBERDAY AAN
MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Semuel P Ralzg

Pendahuluan

Selama ini, paradigma pembangunan di Indonessa melelakkan
peran pemernniah pada posis seniral sebacgsi porencana dan
pedsksana pembangunzan. Paradigma ini sangal tidak mengakur secara
sungguh-sungguh dan  mempercayaz kemampuan rakyal dalam
membangun din mereka sermdin - Pemennlah, dalam hal m berlindak
seplah-clah negara ini hanya lerdin dan perrerintah ssga, sehingga
rakyal akmrmya menjadi obyek pelengkap dan pendenla dalam proses
pembangunan  Akbalrrya, muncul kecaman dan pawa ath dan
pongamal pembangunan negara-regara sedang berkembang sebab
kenyalaan yang ada lonyata hasil pembangunan hanya meng-
untungkan segelinlr oknum pemesiniah dan melahirkan sekelompok
konglomeral.

Pada zaman penjapatran bangsa baral, rlaiHva keanfan lokal
bany=k yang secwa paksa diwburkan. Proses pengubaran ilu
berlangsung pula dalan proses pemhangunan sejak negara i
merdeka. Disadan atcupun tidak, secsxra legal maupun llegal, sejak
masa pemjajaman hgga kini, telah legadi perguburan massal
berameka ragam nila-nilan kearifan fokal yang lelah berlumbuh segsh
dahulu kala, jauh sebelum mesa penjagashan dan terbeniuknya Negara
Kesaluan Republik Indemesia (NHRI).  Padahal, nilai-mila lersebut
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sangal penling diperlishankan dan sepantasnya menjadi basis bagi
peren=raan pembangunan

Pentingnya keanlan lokal dalam perencanaan pembangyunan
mulay terasa ketka orang merwsadan bahwa lemyala hulang negara
dan tahun ke tahun semakin berlambah dan nampaknya negars
semakin sult unbuk melepaskan diri dan jeratannya.  Kondisi yana
dirasakan sekzra i, yang dsebd kisis madl dimensi, lelah
memuncuikan beragam pendapal. Sebagian orang  menyalakan
balwa hal ini dapal mengancam NKRI, yang lainnya berpend=pal
bahwa hal ini merupakan bemuk neo-imperialisme d zaman modern,
ada pula yang mengusulkan agar NKRI diubah menjadi negara
federass Apapun pendapat orang, yamg pasli harus segera dican jalan
keluar bagi hak-hak masyarakat yang semakin tercekik karema
lewbelernggu dengan seperanghal kebiakan yang senfrafistik, bidak
fransparan, lidak demafralts, olorer, lidak berpenkemanusaan dan
lidsk berperkeaddan. Jika ini dapat didenilikkan dengan ‘penjajahan’
pemerintah lerhadap rakyainya, maka cepal atau lambat 2kan tenad
revolusi untuk meanghilangkan benluk pensjahan lecsebul, hdak hanya
sekedar refomasi a3

Banyaknya prayek dan program pembanguman yang diujukan
kepada masyarakal tapi Idak secara maksimal atau hanya sedikil
sekat yang dapat drasakan, dimanfaalkan dan menyentuh apa vang
dibuiuhkan masyarakal karena tdak sesuai dengan kondisi dan
mengabakan aspras meésyarakal MNegara yang seharusya adalab
rakyal dan pemenniah sebagal pelayan rakyal lidak pernah drsadan
dan terwujudkan. Realilas yang lerjadi adalah negara dan aparalnya
schayai titik sentral dalam proses pembangunan, sehingga nampak
bahwa pembangunan ditaksanakan dengan pendekalan seniralshk
Pemerinigh selzma ini menjadi polis {podice) dan bukan sebaga
fasildator dan pendororyy pembangunan, bashkan dalam beberapa
fasys lerbulat baltwa mereka sebagal salsh satu (aklor penghambat
pembangunay dan pemicu lefgadinya pemiskinan masyarahal di
segala aspek kehidupan.

Memang, sebelumnya felah muncul ide uniuk melaksanakan
pembanouman berbasis masyaraka, namumn bidsk berhasil karena poko
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yang dibual saral dengan kelemahan dan pelaksanaannya pun lidak
dilakukan secara sungguh-sungguh bahkan kebijakan-kebijakan yang
kalanya berpihak pada rakyat dapat dikalakan hanya “fips service’ dan
‘sorga lelinga’ semala karsna diselubungi dengan kebijakan lainnya
berupa Keputusan Menler, Pelunjuk pelaksanaan, pelunuk teknis,
perda/perkab, dan lain-lain yang bersifat sentralislic.  Drampak
kebijakan yang sifatnya sentralistik dan petsksanaan psmerinlahan
yang harus loyal terhadap alasan, dirasakan puls oleh masyarakal
Minzhasa yang tempo dulu tefah melaksanakan kehidupan yang
demokratis, iransparan, dan alran-aluran yang dihasilkan dan bawah
sesuai dengan adal isliadal yang berlaku d masing-masing Wanua
{desa).

Melihal kondisi yang ada sekarang, sebagar altermall
disodorkan sualu paradigma baru yang dikenal dengan paradigma
pemberdayaan masyarakal (community empowerment). Dasar be-
rpikimya adalah pembangunan skan berjalan dengan sendirinya dan
berkelanjuian apabila masyarakal diberi hak unluk mengelala sumber
daya slam milik mereka dan menggunakannya uniuk meninghkatkan
kesgjahleraannya. Bila ini dipahami maka penarapannya di Minahasa
tidak begitu sulit karena jauh sebelum NKRI lerbentuk, sebenamyz
landassandandasannya telah ada dalam nilai-nilai keanfan Wanua,

Tulisan ini akan menguraikan lenlang konsep pemberdayaan
masyarakat berbasis kearifan Iokal dengan mengambil konsep sislem
wania di Minshasa, Sulawesi Ulara, sebagal sludi kasus dengan
berofientasi pada terciptanya sualu kolaborasi yang harmonis anlarzs
pemeriniah dan rakyat dalam sislem pambangunan Wanua {desa)
yarng berkelanjulan.

Pemberdayaan Masyarakat
sebagai Fokus Pembangunan

Konsep Pemberdayaan

Berdaya dan Tidak Berdaya merupakan dua hal berbeda yang
dalam kenyataannya bersifat relatif dan tidak mempunyai ukuran

yang baku. Seseorang dikatekan lidak berlaya dalam salu segi

ledentu {misalnya tingkal pendidikan), tapi dar seg yang lain
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(misalnya tingkal pendapatan} orang lersabut dapat dikatakan sangat
bemclaya  Sosearang {(misainya si “A"Y dalam seql terentu dapal
dikalakan tidak berdaya bila dibandingkan dengan orang iain {si “B"),
lapi dibandingkan dengan orang yang lain (si "Gy, si "A" dapal
dikatakan lebih berdaya

Mereka yang tidak berdaya, jelas adalah pihak yang yang
lidak memiliki daya (alau kehilangan dayaj-kekuatan. Dapal dikatakan
bahwa yang lidak berdaya adalah mereka yang tidak memiita alau
kehilangan kekuatannya. Disini ada dua kemungkinan ulama, yaitu
pertama, apa yang digambarkan sebagai tidak punya (tidak memiliki)
kekuatan, dan kedua, apa yang disebut sebagai kehulangan kekuatan.
Dua bentuk ini menjadi berbeda karena yang pertama menunjuk pada
situasi tidak punya atau dari awal berada dalam kondisi tidak punya,
sedangkan yang kedua menunjuk pada proses penghilangan alau
kondisi awal ada {punys) dan kemudian ada sebuah proses yang
membual fidak ada

Dalam kehidupan manusia, banyak [akior yang harus
dibedakan uniuk menenlukan sesearang dikatakan berdaya alau tidak
bardaya Selain itu, hal ini lerganlung pula pada balasan individu
maupun kelompok tentang kepuasan hidup. Kita dapat membagi
dalam dua hal utama yang menjadi fokus pemberdayaan, yakni
spirituaf dan material. Masing-masing terdiri dari beberapa faklor,
yakni fokus spiritual terkait dengan upaya-upaya mamperarat
hubungan anlara manusia dengan Pancipla, hubungan anlara
manusia dbrigan manusia, dan hubungan anlara manusia dengan
lingkungan alamnya. Fokus material terkait dengan upaya peningkatan
ekonomi dengan pemberian materi/barang. Dalam kondisi yang ada
sekarang, pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kehidupan dari segi ekonomi dan ekologi yang dilaksanakan dalam
konleks pembangunan yang berkelanjulan.

Berdaya dan Tidak Berdaya merupakan hal yang relalif.
Namun demikian bukan bsrarti pemberdayaan sebagai sualu proses
lidak pemah berlangsung. Pemberdayaan dapat terjadi apabila ada
perbedaan tingkat spirilual atau material antara dua atau lebih individu
maupun dua atau lebih kelompok. Bila individu atau kelompok yang
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lebih tinggi tingkatnya membaniu indvidu akau kelompok yang lebih
rerdah tngkalnya agar dapat menjadl se@jar atau merubah lingkal
kehidupannya lebih baik {dalam folkus tertendu), maka individu ata
kelompok yang dibantu dapat disabut Tidak Berdaya.

Berdasarkan urgiam sebelumnya, maka yang memberdayakan
adalah individu atau kelompok yang memiliki tingkat yang lebih tinggi
dalam segi kehidupan tertentu. Hubungan antara Sergdaya dan Tidak
berdaya dalam masyarakal dapat terjadi anlara -

= Pamaerintah dengan individu atau kelompok datam masyarakal

s Individu dengan rdividu atau kelompok

= Hetompok dengan mdividu atao kelompok
Individu dapai terdiri dari pemimpin-pamimpin kelompok maupun ua-
wafiokoh-lokoh masyarakat. Kaelompok, yang dimaksud adalah
Individu-individu yang tergaburg dalam sualu organisasi.

Banyak cara pamberdayaan yang dapat dilakuken. Cara yang
paiing tepst terganlung pada sitwasi dan kondisi dan yang mem-
berdayakan dan yang dibcrdayekan. Pemberdayaan dapat dilakukan,
mesalnya cengan pemberian instrukst (biasanya oleh pemimpin},
nasehal, hukumem, pembenan hibah uang alau berda, pembenian
pinjaman uang atau bends, dan lairdain. Berlzngsungnya pem-
berdayaan lergantung pada eadanya kondisi  kelidakberdayaan,
kesadaran dan keinginan yeng kuat dan “si berdaya® uniuk
membardayakan “si tidak berdaya®, dan mau-idaknya “si bdak

bardaya” menerima upaya pemberdayaan atau ikut sarla dalam proses
pemberdayaan.

Pemberdeyaan Masyarakat delant
Konteks Pembangunan Terpadu

Di Indonesia, dalam konteks relasi negara dan masyarakat,
kelidakpunyaan masyarakal lidak dapal dilinat sebagai suatu kodrai,
melainkan sebagai hasil mfasi kussa. Hal yang menjadi masalah
adalsh spakeh relasi kuasa yeng berkembang memang memung-
kinkan sebuah proses hingga membual mereka yang tdak punya
{kekualan) menjadi punya kelwratan, atau apakah proses yang ada
ok cendanmg menghilangkan kekustan yang dimiliki masyarakal
alau sebaliknya.
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Kenyataan yang ada, kondisi ketidakberdayaan masyarakat
secara umurmmelkputi. (1) tidak punya {bdak memiliki) atau dan awal
dalam kondisi tidak punya dan (2) kehilangan kepunyaanfkekuatan
yang menunjuk pada proses penghilangan atau kondisi awal ada
(punya) dan kemudian ada proses yang membuat tidak ada
Paradigma pemberdayaan mengarah pada perubahan kondisi
ketidakberdayaan lersebut dengan cara memberi kesempalan pada
masyarakal unluk merencanakan dan melakssnakan program
pembangunan berbasis Wanua {desa). Dalam hal i masvarakgt
dibei juga kesempalan unluk mengelola dana pembangunan, baik
yang berasal dari pemerintah maupun dan phak lain .

Model pemberdayaan dapal dijumpai dalam dua varsl, yailu
vers: Fauf Fn;;:'m (1981) dan versi E.F. Schumacher (1973). Versi
Paulc Freire barinti pada suatu melodologi conscieniization yakn
suatu proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan
politik yang ada dalam suatu masyarakat dan menyusun cara unlug
menghilangkan kondisi yang opresif itu dalam masyarakat. Jadi,
pemberdayaan tdak hanya sekedar memberi kesempatan kepada
masyarakal untuk menggunakan sumber daya alam dan dana
pembangunan saja tapi lebih dari itu pemberdayaan untuk mendorong
masyarakal mencari cara menciptakan kebebasan darl Eiﬂ.lk!ura_
struktur yang opresif. Dengan kala lain pemberdayaan berarti
pariisipasi masyarakat dalam politik, Sedangkan wversi Sc:humacher
kurang berbau politik. Schumacher percaya bahwa manusia mampu
membangun diri merefa sendin tanpa mengharuskan terlebih dahuiu
menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyaratat
Strategi yang tepat unluk menolong st miskin adalah “memberi kail dari
pada ikan” sehingga mereka dapat miandin. _

Dari dua versi tersebut, versi Paulo Freire akan sulit barhasil
bila pemberdayaan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan yang
kual dan deminan dalam suatu masyarakat. Para elil lokal pasl akan
menentang versi ini karena keradikalannya. Versi Schumacher yang
memfokuskan pada pembentukan kelompok mandiri juga lidak akan
banyak mempunyai arti tanpa ada dukungan politik. Contohnya,
memberi kail pada si miskin merupakan tindakan yang tepal, namun
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bila kaum miskin tidak diber hak untuk mengail di sungai maka pasl
llndakan‘membarl kaill lidak akan menghasilkan apa-spa bagl i
mrskm. Berdasarkan dua versi tersebul, maka dapal dikalakan bahwa
varsi apapun yang akan kita pilih, dibulubkan dubkungan politih untuk,
melaksanakan pamberdayaan masyarakal. Selan ilu, maskipun lelah
ada dukungan polittk namun perlu memahami kendala-kendala yang
gda dalam masyarakal ilu sendii. Amat besar resiko kegagalan
apabila demi memberdayakan masyarakal kila menyerahkan sejumlah
dana yang besar kepada masyarakal yang belum berpengalaman
mengelda dana sebesar ilu dan bingung unluk melakukan kegiatan
apa dengan dana sebesar ilu.

Harus disadan bahwa pensrapan model pemberdayaan
sebagal Bualy model pembangunan mengarah pada transfomas)
hubungan antara kekualan-kekuatan sosial, ekanomi dan politik dalam
nagara Pemahaman i merupakan syaral unluk menjamin keber-
hasilan pemberdayaan. Memberdayakan masyarakal. misalnya dalam
hal meningkaikan lingkat pendidikan akan lerkait dengan pember-
dayaan dalam hal peningkatan pendapatan, bubungan antar umal
beragama, huwm, dan Jain-ain selingga dapal dikatakan balwa
pemberdayaan masyarakal akan lerkal dengan semua  sokior
pembangunan. Dengan demikian, periv adanya keterpaduan antara
salu seldor dengan seklor lafnnya.

Pamberdayaan masyarakat melipuli semua aspek kehidupan
alau saling lerkall antara satu seklor dengan seklor pembangunan
lainnya. Oleh seab tu, maka mutal dari Undang-Undang Dasar,
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah hingga
paraluran desa, seharusnya mendukung keberhasilan pemberdayaan
masyarakal HKonsekuensinya, kila harus berani meninae kembali
berbagai undang-undang, peraturan pemerinlah, peraturan daershf
kabupalen dan laindainnya, yang masih memual beberapa
kekurangan, anlara lain masih adanya pola seniralistik yang masih
kual, lidak demokralis, lidak transparan, saling beriolak belakang
antarg aluran yang setu dengan lainnya. Bila ilu dapat dilakukan maka
akan lerjadi perubahan masyarakat dar “tidak berdaya® menjadi
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‘berdaya” di semua aspek kehidupan, dan ini perubaban in
merupakan tilik pusat atau lokus dari semua kegialan pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat Minahasa Berbasis
Adat Istiadat Wanua (Desa)

Wanua Masa Depan

anua adalah pengganti istilah desa yang diusulkan dan

diberlakukan di Minahasa. Penggantian nama tersebut
sabaiknya diserlal pula dengan perubahan sistem sebelumnya yang
berumpu pads pola sentralistik ke sistem Wanua yang berbasis adal
istiadat sepanjang adat istiadat ilu tidak berlentangan dengan hukum
positif yang beriaku. Wanua masa depan seharusnya dilandasi pada
tiga fondasi yaitu:

1. Keaditan, menunjuk pada kondisi dimana lidak lenadi dominas,
eksploitasi manusia alas manusia, dan pemesaiaan  dalam
kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebaga manusia
Konsep ini tidak hanya mencakup hubungan dalam strubklur sosid,
melainkan juga retasi gender, kelestanian linglamgan dan hubungan
antar generasi. Keadilan merupakan koreksi mendasar alas prakiek
eksploilasi dan marjinalisasi Wanua yang fetah berangsung lama
{sejak zaman penjajahan hingga pemearintahan sekarang wi).

2 Demokrasi, menunjuk pada kondisi dimana proses pengamlan
kebijakan tidak dilakukan dengan cara paksa, millerislik, hekarasan
dan segala bentuk iekanan yang mengabaikan dialog. Dalam arti
yang lebih umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang
menempatkan rakyal sebagai pemegang kekuasaan lertingg!.

3. Kemajuan, menunjuk pada kondisi ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni di Wanua berkembang pesat dan menjadi salah salu kekuatan
yang mengubah wajah Wanua. Wanua masa depan bukan lagl
Wanua dengan segala kekumuhan dan keluguan, melainkan
Wanua yang berkembang pesat dan menjadi pelopor peradaban
baru, Tentunya, teknologi yang dikembangkan bukan jenis
teknologi yang menghancurkan lingkungan, melainkan sebaliknya.

Berdssarkan azas demokrasi, maka ada tiga kuasa yang
menjadi kekuatan ulama penggersk pemerintahan Wanua, yaiu:
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1} kedaulalan rakyal sebagaf sumber ufama kekuasaan, 2) parlemen
dasz yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan, tidak lebih
sebagdi penyambung lidah rakyal, dan tidak memiliki kekuasaan
mutlake dari rakyat, dan 3) pemennlah desa adalah badan eksshulif
yang bertugas menjalankan aspirasi rakyal.

Unluk mewujudkan pemerinlahan Wanua yang demokralis,
harus dijalankan liga prinsip, yaitu : 1} parisipasi, yang menunjuk pada
prinsip bahwa sualy keputusan harus mencemminkan dan mendapal
perselufuan rakyal, 2) peranggungjawaban, menurjuk pada keha-
rusan semua kelsmbagaan vyang ada untuk mempedznggung-
jawabkan apa yang telah dijalankan, dan 3) keadilan, menunjuk pada
keharusan tidak adanya diskriminasi, pembedaan dan kecurangan
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Modernisasi Wanua melalui Pemberdayaan Masyarakal
yang Berbasis Adal Istiadat

Pemberdayaan masyarakat yang mefipuli semua  aspek
kehidupan masyarakat berarti merupakan sualu proses modernisasi
Menurut Schoor (1974}, modemisasi suaty masyarakat merupakan
sualu proses transfomasi, sualu perubahan masyarakat dafam segala
aspeknya, Apakah pemberdayaan masyarakal yang dilandasi dengan
nitai-nilai lradisional atavw dilandasi dengan adal istiadal dapat disebul
mademisasi? Berdasarkan delnisi lersebul, dapal dikalakan bahwa
pemberdayaan masyarakat Minanasa berbasis adat istiadal lermasuk
dalam perspektif modernisasi dilandasi dengan adat istiadat yang tidak
bertentangan dengan bagian-bagian kehidupan modern (hukum positif
yang beriaku} untuk mencapai cita-cita yang disepakali.

Mengapa pamberdayaan masyarakat di Minahasa zebaiknya
dilandasi dengan nilainilai Wanisa atau adal jsliadat yang ada dan
pemah ada (sepanjang tidak bertentangan dengan hukum posilif yang
berdaku)? Telah dielaskan sebelumnya kelemahan dan kelidak-
berhasilan pola pembangunan yang lalu karena tidak bertumpu pada
keadilan, demokrasi dan kemajuan,

Apakah pemberdayaan masyarakal Minahasz yang berbasis
adat istiadal dapat mewujudkan Wenuwa masa depan  yang
dtharapkan? Jawaban lerhadap perianyaan ini terkait dsngan uraian
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sebelumnya tentang Wanva masa depan yang diharapkan dan
membandingkannya dengan Wanua di Minahasa masa lalu. Berbagai
literatur, lerutama litsan N. Graalland, JG.F Riedel, 3. Supi,
menerangkan bahwa di Wanua-Wanua masa lalu, strukiur pemerin-
tahannya tefah lersusun rapih, yakni ada penyslenggara pemearintahan
fbadan eksekutify yang disebut 'se ukung’ yang dipimpin Ridkum tua.
Unluk pengurusan, wilayah Wanua dibagi alas fukar-fukar, masing-
masing dipimpin cleh seorang pembantu ukung lua {= hukum tua)
yang disebut fu'a in fukar (= kepala faga). Urusan keagamaan oleh
walan dan tornass, urusan perlahanan dan keamanan oleh
sekelompok mititer yang disebul ‘waraned, Seliap Wanua mempunyai
kewenangan membual ‘peraturan Wanua' yang disebul ‘posar’,
Eebagai hukum lidak terlulis yang sangal dipatuhi oleh seluruh
masyarakat karena bersifal refigius. Cralam menentukan aluran-aturan
Wania, lerdapat badan yang disebut ‘pa luusanfpaloozan', anggola-
anggolanya terdiri dari pemuka masyarakal, tua-lua Wanua yang
dianggap bijaksana sehingga menjadi lempat bertanya oleh hukum
lua, walian, lonaas dan masyarakal. Salah salu aluran yang masih
sangal relevan dilaksanakan sakarang ini adalah 'pinontal sawang'
dan 'sawang pinoniol’, yakn kewajibankewaijiban setiap anggola
masyarakal terhadap hukum lua dan Wanua. Selain itu diletapkan pula
‘sumuruk’, yakni kewajiban-kewajiban anggela masyarakat terhadap
pemimpin agama dan pengobalan {wafkan dan (onaas).

Seperli halnya Wanua masa depan berdasarkan liga kuasa
yang menjedi kekualan utama penggerak paemarintahan  yakni
kedaulalan rakyal, parflemen desa dan pemerintah desa. Sistemn
pemerimlahannya dijalankan seperii halnys Wanua masa depan
dengan berdasarkan tiga prinsip yakni parlisipasi, perlanggung-
jawaban dan keadilan. Jadi, kehidupan Minzhasa masa lalu lelab
melelakkan landasan bagi berlangsungnya pemberdayaan masya-
rakainya dengan sistem pemerintahan yang mirip dengan sislem
pemerinlahan Wanua masa depan.

Pandela Riedel {mistonaris), dafam satu lulisannya menjelas-
kan lentang pengangkalan para kepala walak (kepala dislrik), bahwa
“di Minahasa sefiap orang dapal dipifih ontuk menjalankan
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pemannfahan, dan memeka akan mefawan tanpa kekerasan apabila
pengangkatan seorang kepala (pemerintahan) berfentangan dengan
kehendak rakyal”. Ini merupakan bukt bahwa kedaulatsn rakyal
merupakan sumber ulama kekuasaan yang pernmah berangsung di
Wanua masa |glu. Kekuasaan leringgi dilangan rakyat dan
bterfungsinya pafu'usan (semacam BPD pada saal ini), nampak
dengan adanya pelengseran (pemecstan) atau Yroros' lerhadap
hukum tua stau pembanlunya bila dinflai menyimpang dari adat
istiadat yang beraku,

Epilog
B anyak upaya pemberdayaan masyarakal, lerutama di negara-
negara sedang berkembang, dimulai dengan  inlroduksi
pengalaman-pengalaman di negara-negara maju yang umumnya lelah
memiliki lradisi demckrasi yang mengakar. Model pemberdayaan
seperti ini tenlu saja mengalami berbagar hambatan dalam kaitannya
dengan stalus pemahaman demokrasi masyarakal negara belum
maju, yang boleh dikata masih belum melek demokrasi. Kits masih
sgdang  belsjar  berdemokrasi.  Namun  demikian, konsep
pemberdayaan dari barat bukan berari harus ditclak, telapi
seyogianya diteima sebagai pembanding alau referensi  bagi
penerapan program pemberdayaan masyarakal di negara belum maju,
khususnya di Indoresia ercinla ini. Data yang hinggz kini masih
dipegang, 70% masyarakat Indonesaia masih tinggal di desa yang
berarti pemberdayaan masyarakal harus dimulai dari desa-desa.

Ul Mo.22 1939 tentang Ctonomi Daerah menjadi referensi
utama bagi pemberdaysan masyarakat (desa) di Indonesia yang pada
dasarmya menshkanksn bahwa desa idaman masa depan di Indoensia
adalah desa-desa yang modemn tanpa kehilangan jati diri dan adat
istiadat aslinya. Hal ini berarli balwa negara menjamin perkembangan
desa-desa menuju kemsjuan (modemisasi) dengan budaya asli atau
ofonomi asli sebagai tumpuan. Paling tidak, model seperti inilah yang
dilawarkan aleh UUJ No.22, 1999, yaitu konsep Modermisasi Desa
Melalui Femberdayaan Masyoarakal Berbasis Kearifan Lokal dalam
rangka menjalarm masa transisi menuj Desa fndonesia Baru, suatu
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dasa sejahtera yang tanpa kekerasan, lanpa, perlikaian, lanpa
ketakulan namun penuh kKeadilan, yzitu sualu desa yang rakyg.}nya
telah bebas dari mimpi buruk tentang kemiskinan dan kemeiaratan.
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